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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada zaman penjajahan Hindia Belanda, pendaftaran tanah di
Indonesia dilakukan oleh Cadaster yang merupakan awal dari sejarah
pendaftaran tanah di Indonesia.Setelah Indonesia merdeka, lahirlah Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur segala hal terkait
pertanahan.Pasal 19 ayat (1), UUPA menyatakan bahwa “Untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah”.Sebagai peraturan turunan, maka disahkanlah
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran
Tanah.Seiring dengan berkembangnya zaman, peraturan pemerintah tersebut
sudah tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan yang ada, maka pada tahun
1997, disahkan kembali peraturan terkait pendaftaran tanah yakni Peraturan
Pemerintah No 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia memiliki tujuan
sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 vyaitu
sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya

sebagai pemegang hak yang bersangkutan



2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar

3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Tugas penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah

dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan: ‘“Pendaftaran

tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. Kemudian pada

Pasal 3 hurufe, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan

Pertanahan Nasional ~Republik Indonesia ~menyatakan “BPN RI

menyelenggarakan fungsi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat”.
Selanjutnya pada 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor

Pertanahan dan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Tugas

PPAT adalah membuat akta otentik terkait perbuatan hukum tertentu yang

berhubungan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

untuk dijadikan dasar bagi perubahan data yuridis terhadap objek tanah yang
didaftarkan.Perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak
milik atas satuan rumah susun tersebut, salah satunya adalah pembuatan

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).Hak tanggungan merupakan hak

jaminan atas pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan



istimewa kepada kreditur, dimana jaminan tersebut dapat dijual oleh
kreditur pemilik hak tanggungan melalui pelelangan jika debitur melakukan
wanprestasi.*

Dalam rangka meningkatkan nilai usahanya, maka para pengusaha
perlu untuk menambah modal usahanya.Keterbatasan modal usaha,
membuat banyak pengusaha melakukan pinjaman kredit modal pada pihak
ketiga, dalam hal ini perbankan.Maka terjadilah perjanjian utang piutang
antara pengusaha yang lazim disebut debitur dengan perbankan yang
bertindak sebagai kreditur. Untuk mengatasi resiko yang mungkin akan
timbul, maka pihak bank meminta sejumlah jaminan kepada debitur, yang
sewaktu-waktu bisa dilelang apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Salah
satu jaminan yang biasanya diberikan oleh debitur adalah tanah.Sebagai
salah satu bentuk jaminan, tanah memiliki keistimewaan tersendiri,
diantaranya harganya selalu naik, mudah dijual, memiliki tanda bukti hak,
sulit untuk digelapkan dan jika dibebankan hak tanggungan memberikan
hak istimewa bagi kreditur.?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah (UUHT), maka jaminan berupa tanah harus didaftarkan hak
tanggungannya sehingga muncul Sertifikat Hak Tanggungan yang didahului

dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat

'Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah Yang
Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), cetakan I,
Alumni, Bandung, 1999, him 15

’Efendy Peranging, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Rajawali Pers,
Jakarta, 1991, him ix



Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hak tanggungan merupakan perjanjian
accessoir, artinya perjanjian ikutan, yang tidak berdiri sendiri.Perjanjian ini
terrjadi karena adanya perjanjian pokok, dalam hal ini utang piutang.Dengan
demikian, jika utang piutang lunas, maka keberadaan hak tanggungan juga
terhapus.Seperti  pemaparan  sebelumnya, proses kepemilikan hak
tanggungan terdiri dari dua tahap yaitu pembuatan akta pemberian hak
tanggungan (APHT) oleh PPAT dan pendaftaran hak tanggungan kepada
BPN yang menandai lahirnya hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan Pasal
10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Yyakni Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan
penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT yang harus
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KemudianPasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian Hak
Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan.

Hak Tanggungan dalam Hukum Jaminan Nasional yang dimaksud
oleh UUPA, sebelumnya belum dikenal, baik dalam Hukum Adat maupun
dalam KUH Perdata. Akan tetapi kemudian diatur dalam Pasal 51 UUPA
ditentukan bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik,
Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diatur dengan undang-
undang. Berdasarkan amanat Pasal 51 UUPA inilah, maka diundangkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Dalam Pasal 29 UUHT ditentukan bahwa dengan berlakunya UUHT,



ketentuan mengenai Credietverband dan ketentuan mengenai Hypotheek
sebagaimana tersebut dalam Buku Il KUH Perdata sepanjang mengenai
pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi dengan
diundangkannya UUHT tersebut maka Hak Tanggungan merupakan satu-
satunya lembaga hak jaminan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional
yang tertulis.

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini telah
mengubah cara pandang dan hidup setiap unsur yang terlibat dalam berbagai
sendi kehidupan. Kehadirannya tak terelakan, menghindar hanya akan
membuat kepunahan atau istilah lainnya terdisrupsi. Kemajuan teknologi
dan informasi juga memunculkan istilah baru yaitu revolusi digital teknologi
yang ditandai dengan proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di
semua ' bidang.Untuk mengakomodir perkembangan teknologi dan
informasi, maka diawal pemerintah telah mensahkan Undang-Undang No
11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).UU ITE telah
merambah dalam segala bidang kehidupan, salah satunya adalah notaris
dengan mengeluarkan istilah popular “Cyber Notary”.

Sebenarnya wacana cyber notary telah ada sejak tahun 1995, namun
karena belum adanya dasar hukum yang terkait maka wacana tersebut
menjadi terhambat.Ketika UU ITE disahkan maka wacana tentang cyber
notary muncul kembali.Cyber Notary sendiri merupakan kemudahan bagi

para notaris dalam membuat akta otentik di dunia maya serta melakukan



aktivitas lainnya yang berhubungan dengan tugas notaris.Tujuannya adalah
untuk membuat tugas notaris semakin mudah, efektif dan efisien. Cyber
notary juga telah diakomodir dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5491(yang selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 2 tahun 2014) yang
berbunyi “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.” Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) Undang-undang
Nomor 02 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan
kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara
lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik
(cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.”
Perkembangan teknologi dan informasi dalam tugas kenotariatan juga
terjadi pada sistem pendaftaran hak tanggungan dengan disahkannya
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu
sejak tanggal 21 Juni 2019.Permen tersebut merupakan kelanjutan dari
Permen sebelumnya yang telah disahkan yaitu Permen 3/2019 tentang
penggunaan sistem elektronik dan Permen 7/2019 tentang perubahan bentuk

sertifikat.Dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan terhadap



masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan
Nasional telah mengambil langkah maju sesuai dengan perkembangan
teknologi dengan mengesahkan Permen tersebut. Dengan disahkannya
Permen tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan terhadap public berupa
ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Disamping itu
juga, pentingnya bidang hukum menyesuaikan perkembangan teknologi dan
kebutuhan masyarakat.Maka pemanfaatan teknologi informasi menjadi
penting agar prosedur pelayanan hak tanggungan menjadi lebih efektif dan
efisien.

Namun demikian, implementasi permen tersebut di lapangan masih
harus menyesuaikan- dengan kesiapan masing-masing kantor pertanahan
terkait penerapan sistem elektronik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Artinya tidak semua kantor pertanahan menggunakan
pelayanan hak tanggungan elektronik atau disebut HT-el. Dengan demikian
ada kantor pertanahan yang sudah menerapkan sistem HT-el dan ada juga
yang masih manual.

Di BPN Kota Cirebon sendiri, pendaftaran Hak Tanggungan sudah
dilakukan secara online, namun terdapat beberapa permasalahan diantaranya
berdasarkan pasal 9 ayat 5, pendaftaran HT-el hanya dimungkinkan
terhadap pemberi HT yang harus oleh debitur sendiri. Padahal kenyataannya
di lapangan, banyak jaminan yang bukan atas nama debitur sendiri,

sehingga tidak bisa dilakukan pendaftaran karena tidak ada fitur yang



menyediakan debitur bukan sebagai pemilik jaminan. Hal ini dinilai sebagai
bentuk larangan terhadap pembuatan APHT dan Pendaftaran HT yang
bukan milik debitor sendiri.

Pada Permen HT-el, terdapat beberapa perbedaan terkait dengan
tugas, fungsi dan kewenangan PPAT dibandingkan dengan pelayanan hak
tanggungan yang biasa dilakukan secara manual. Jika biasanya PPAT
bertugas untuk pendaftaran HT dan penyampaian akta APHT kepada Kantor
Pertanahan. Untuk Permen HT-el yang telah disahkan, tugas PPAT hanya
pada penyampaian APHT kepada Badan Pertanahan Nasional yang
dilakukan secara online melalui layanan HT-el sesuai dengan pasal 10
sedangkan untuk proses pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh
kreditur sehingga -apabila kreditur lalai tidak mendaftarkan hak
tanggungannya maka kreditur kehilangan hak istimewa sesuai dengan UU
Hak Tanggungan. Sedangkan pada kenyataannya, petugas PPAT yang tetap
mendaftarkan secara online seharusnya berdasarkan pasal 10 Permen HT -el
yang harusnya melakukan pendaftaran adalah kreditur.Di lain sisi, BPN
yang biasanya mendapatkan salinan APHT, berdasarkan Permen tersebut,
BPN hanya mendapatkan file yang diupload PPAT secara online.Hal ini
memunculkan keraguan terkait keabsahan APHT yang hanya dilakukan
secara online.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri

ATT/BPN No 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak



Tanggungan dengan Sistem Elektronik (Analisis Problematika dan

Keabsahan Akta Otentik Secara Elektronik)

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana analisis problematika akta otentik secara elektronik dalam
kaitannya dengan implementasi peraturan Menteri ATT/BPN No 9
Tahun 2019 tentang pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan dengan
sistem elektronik?

Bagaimana analisis keabsahan akta otentik secara elektronik dalam
kaitannya dengan implementasi peraturan menteri Att/Bpn No 9 Tahun
2019 tentang pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan dengan sistem

elektronik?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisis problematika akta otentik secara elektronik dalam
kaitannya dengan implementasi peraturan Menteri ATT/BPN No 9
Tahun 2019 tentang pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan dengan
sistem elektronik

Untuk menganalisis keabsahan akta otentik secara elektronik dalam

kaitannya dengan implementasi peraturan menteri ATT/BPN No 9



Tahun 2019 tentang pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan dengan

sistem elektronik.

D. Kegunaan Penelitian
1.  Kegunaan Teoritik
Penelitian ini secara teoritikdiharapkan dapat bermanfaat bagi
para akademisi dan mahasiswa untuk menambah kajian mengenai
implementasi Peraturan Menteri ATT/BPN No 9 Tahun 2019
Khususnya terkait problematika dan keabsahan akta otentik secara
elektronik.
2. Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi
praktisi dalam kerangka implementasi Peraturan Menteri ATT/BPN
No 9 Tahun 2019 khususnya terkait problematika dan keabsahan akta

otentik secara elektronik.
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E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1.

Kerangka Konseptual

Permen ATR/BPN
Nomor 9 Tahun 2019

A\ 4

Problematika

Pendaftaran Hak Analisis Keabsahan
- Tanggungan secara »  Akta Otentik secara
‘_
Analisis Elektronik elektronik

A 4

A\ 4
Undang-Undang tentang
Undang-Undang No 4 PP Nomor 24 Tahun 2016 cvber Notar
Tahun 1996 tentang Hak tentang Peraturan Jabatan y y
Tanggungan PPAT

Perkembangan teknologi sebagai upaya efisiensi dalam
memotong rantai birokrasi mulai diterapkan juga dalam bidang
kenotariatan, salah satunya dengan adanya Peraturan Menteri ATR/PN
Nomor 9 Tahun 2019 tentang tentang Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi Secara Elektronik. Salah satu pasal nya adalah berkaitan
tentang pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Pendaftaran
hak tanggungan secara elektronik merupakan langkah maju dari
Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada
masyarakat. Di sisi lain, implementasi di lapangan masih memberikan
sejumlah permasalahan diantaranya yang paling disoroti adalah terkait
pemberi hak tanggungan harus atas nama debitur sendiri. Selain itu,
dalam Permen terbaru kewenangan PPAT hanya menyampaikan

APHT kepada BPN secara elektronik, berbeda dengan kewenangan
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sebelumnya dimana pendaftaran APHT menjadi kewajiban dan
wewenang PPAT. Disamping itu, penyampaian APHT oleh PPAT
yang dilakukan secara elektronik juga dipertanyakan keabsahannya.
Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam
mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis
teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut
Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), defenisi, dan
proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala
dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan
meramalkan gejala tersebut (Rakhmat, 2004: 6). Teori berguna
menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau
menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan,
meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta
yang ada secara sistematis (Effendy, 2004: 224)
a. Implementasi Kebijakan
Dalam penelitian ini akan diteliti implementasi Peraturan
Menteri ATR/BPN No 9 Tahun 2019 tentang pelayanan hak
tanggungan terintegrasi secara elektronik khususnya terkait
problematika dan keabsahan dokumen APHT dalam proses
pendaftaran hak tanggungan secara online. Kebijakan publik
tersebut harus segera diimplementasikan agar dapat mencapai

tujuan yang diharapkan sebagaimana pengertian implementasi
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yaitu serangkaian kegiatan untuk menghantarkan kebijakan kepada
masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dan mampu
mencapai apa yang diharapkan.® Dengan demikian implementasi
merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Implementasi merupakan salah satu tahap dari kebijakan publik
yang biasanya dilaksanakan setelah  kebijakan tersebut
dirumuskan.Rangkaian - kegiatan lainnya adalah menyiapkan
seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan intrepretasi dari
kebijakan tersebut, seperti persiapan sarana dan pra sarana, sumber
daya keuangan dan penaggungjawab pelaksanaan serta bagaimana
menghantarkan  kebijakan tersebut secara konkret terhadap
masyarakat.Kebijakan publik baru dapat diimplementasikan ketika
tujuan-tujuan dan program-program kebijakan public serta
pendanaan telah  dialokasikan untuk pencapaian tujuan
tersebut.Untuk mengimplementasikan kebijakan public dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung atau melalui
peraturan turunan sebagai penjelas. Untuk kebijakan public yang
langsung dibuat oleh Menteri seperti Peraturan Menteri ATR/BPN
No 9 Tahun 2019 dapat langsung dilaksanakan seperti halnya
Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Kepala Daerah

dan Keputusan Kepala Dinas.’Berbeda halnya dengan Undang-

¥ Afan Gaffar, 2009: 295
“Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik,(Jakarta: PT . Gavamedia, 2004), 158-160
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Undang yang harus diturunkan terlebih dahulu ke dalam Perpu atau
Peraturan Pemerintah Daerah.

Kebijakan publik jika diartikan secara luas merupakan alat
administrasi hukum diantaranya aktor, organisasi, prosedur dan
teknik bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan
dalam rangka mencapai tujuan.’Agar kebijakan  dapat
terimplementasikan dengan sempurna maka harus memenuhi
syarat-syarat tertentu, diantaranya:

1) Instansi pelaksana tidak mengalami hambatan eksternal yang
serius baik terkait fisik, politik dan lain sebagainya

2) Waktu dan sumber-sumber yang diperlukan cukup memadai
dan perpaduan antar sumber benar-benar memadai

3) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada
hubungan kausalitas yang kuat dan bersifat langsung serta tidak
terlalu banyak mata rantai penghubungnya sehingga hubungan
saling ketergantungan relative kecil

4) Pihak terkait memiliki pemahaman yang mendalam tentang
kebijakan yang akan diimplementasikan serta memiliki
kesepakatan bersama terhadap tujuan yang akan dicapai

5) Tugas-tugas dibuat dengan sangat rinci dan diatur sedemikian
rupa sehingga memiliki urutan yang tepat

6) Komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan sempurna

>Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Press, 2005), 102
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7) Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan
kepatuhan yang sempurna °
Sedangakan menurut teori Implementasi Kebijakan George
Edward Ill, faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi
kebijakan, diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Komunikasi
Dalam proses komunikasi terdapat 3 (tiga) hal penting
yang mendukung diantaranya adalah transmisi, kejelasan dan
konsistensi. Transmisi berarti pelaksana kebijakan menyadari
bahwa suatu keputusan telah dibuat dan perintah untuk
pelaksanaannya sudah dikeluarkan. Kejelasan berarti petunjuk-
petunjuk terkait implementasi- kebijakan tidak hanya diterima
oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga harus dimengerti dan
dipahami oleh masyarakat. Sedangkan konsistensi berarti
implementasi kebijakan harus dilaksanakan secara terus
menerus dan  berkesinambungan sehingga implementasi
kebijakan menjadi efektif.”
2) Sumber-Sumber
Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan
diantaranya adalah staf dan keahliannya serta fasilitas-fasilitas

yang menunjang implementasi kebijakan

®Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasike Implementasi
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), 71-78
"Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, 110
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3)

4)

Sikap atau tingkah laku

Dukungan pelaksana kebijakan sangat menentukan dalam
efektivitas implementasi  kebijakan. Jika implementasi
kebijakan mendapat dukungan penuh dari para pelaksana
kebijakan maka dapat dipastikan kebijakan akan dapat
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan pelaksana kebijakan yang terdiri
dari pemerintan dan swasta. Kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah tidak hanya ditujukan untuk pemerintah tetapi juga
ditujukan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk itu
kebijakan yang dibuat harus bernilai positif bagi masyarakat
sehingga masyarakat mampu melaksanakan kebijakan yang
telah dibuat secara sungguh-sungguh. Hal ini akanberdampak
pada tercapainya implementasi kebijakan yang efektif. ®

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan

menurut Van Meter dan Horn, diantaranya adalah sebagai berikut:

1)

Tujuan dan sasaran kebijakan
Tujuan dan sasaran yang dirumuskan harus diidentifikasi
dan diukur dengan benar, karena jika tujuan dan sasaran tidak

tepat maka implementasi kebijakan menjadi tidak efektif

81bid hal 155-156
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2)

3)

4)

5)

Sumber-sumber

Salah satu sumber dalam implementasi kebijakan adalah
pendanaan. Jika tidak ada pendanaan maka implementasi
kebijakan akan terhambat karena tidak adanya biaya
operasional
Komunikasi antar para pelaksana kebijakan

Koordinasi dan kerjasama antar organisasi terkait sangat
diperlukan agar implementasi kebijakan berlangsung secara
efektif. Untuk itu diperlukan komunikasi antar organisasi yang
terlibat dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi
pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan
Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan para pelaksana kebijakan akan
mempengaruhi pencapaian implementasi kebijakan

Menurut James Anderson, terdapat beberapa penyebab

masyarakat akan melaksanakan suatu kebijakan publik, diantaranya

adalah sebagai berikut:

1)

Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-
keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah
dituntut untuk membuat keputusan-keputusan yang adil bagi

masyarakat.
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2) Kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk menerima
kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

3) Keyakinan dari masyarakat bahwa kebijakan dibuat secara sah,
konstitusional, dan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.

4) Kebijakan publik yang dibuat sesuai dan tidak bertentangan
dengan kepentingan individu masyarakat.

5) Adanya sanksi-sanksi tegas apabila kebijakan tidak

dilaksanakan®

F.  Pengertian Kebijakan

Kebijakan berkaitan erat dengan . perencanaan, perumusan dan
pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi terhadap dampak yang
terjadi akibat pelaksanaan keputusan tersebut. Kebijakan merupakan alat
atau instrument yang mengatur penduduk dari atas ke bawah serta
pengenaan sanksi bagi warga yang patuh dan melanggar terhadap kebijakan
tersebut. Sedangkan secara intrinsik kebijakan adalah instrument teknis,
rasional dan action oriented untuk menyelesaikan sebuah masalah.
Kebijakan juga diartikan cetak biru tindakan yang akan mempengaruhi dan
mengarahkan perilaku masyarakat yang terkena dampak dari keputusan

tersebut.°

° Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1994) , 144

10 Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), 20
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Secara substansial kebijakan merupakan sebuah kajian yang dinamis
dan kompleks. Kajian kebijakan mengenai berbagai bidang kehidupan yang
luas, tidak hanya menyangkut bidang politik, sosial dan ekonomi tetapi juga
menyangkut berbagai bidang kehidupan sosial yang berkembang di
masyarakat. Faktor yang penting dalam penyusunan kebijakan adalah isu-
isu apa saja yang layak dianggap sebagai masalah, bagaimana isu tersebut
dirumuskan dan didefinisikan serta etika apa yang menyertai tujuan, sasaran
dan penyelesaiannya.

Menurut Hogwood dan Gunnkebijakan digolongkan ke dalam lima
kategori, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan kebijakan
Dalam sistem politik, perumusan kebijakan lahir salah satunya
karena adanya desakan dan tuntutan dari bagian pemerintah ataupun
swasta kepada pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan terhadap
suatu permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat
2. Keputusan Kebijakan
Keputusan kebijakan dibuat oleh pejabat pemerintah dengan
maksud untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan
arah terhadap pelaksanaan kebijakan Negara
3. Pernyataan Kebijakan
Merupakan pernyataan resmi terkait dengan kebijakan yang

disampaikan oleh pejabat negara. Koordinasi antar pejabat negara
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diperlukan agar apa yang disampaikan oleh setiap pejabat negara
memiliki sinkronisasi sehingga tidak membingungkan masyarakat
4. Keluaran Kebijakan
Keluaran kebijakan merupakan wujud kebijakan negara yang
paling dapat dilihat dan dirasakan karena terkait hal-hal yang nyata.
5. Hasil akhir kebijakan
Setelah implementasi kebijakan dilakukan maka akan didapatkan
hasilnya yaitu berupa dampak atau akibat yang benar-benar dapat
dirasakan oleh masyarakat baik yang diharapkan maupun tidak
diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya atau tidak adanya tindakan
pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah tertentu.**

Menurut Mustopodidjaja, secara praktis kebijakan public diartikan
sebagai keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam
rangka mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi terkait
yang berwenang. Kebijakan publik memiliki beberapa bentuk instrument
yang dapat dipilih tergantung dari substansi dan lingkup permasalahan, sifat
kebijakan, dan cakupan dampak kebijakan. Menurut Keban pada umumnya
bentuk kebijakan dapat dibedakan atas; (1) regulatory yaitu mengatur
tingkah laku orang; (2) redistributive yaitu mendistribusikan kembali

sumber daya yang ada; (3) distributive yaitu memberikan akses yang sama

Y1bid 17-18
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kepada semua sumber daya yang ada; (4) constituent yaitu kebijakan untuk
melindungi negara. *?

Menurut Rogene A. Bucholz kebijakan publik mengacu kepada
tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya terpaku pada
tujuan dan sasaran yang diinginkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kebijakan
publik merupakan sasaran terarah yang bermaksud agar tindakannya diikuti
oleh masyarakat dalam upaya mengatasi suatu permasalahan. Definisi ini
berfokus pada apa yang dilakukan bukan hanya apa yang diinginkan.
Kebijakan publik dibuat melalui proses politik oleh institusi pemerintah dan
pejabatnya.

Menurut Dye, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah. Dengan
demikian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh swasta, perusahaan atau
organisasi sosial tidak termasuk ke dalam kebijakan publik. Untuk itu,
ketika berbicara tentang kebijakan publik berarti terkait dengan tindakan
pemerintah. Walaupun sejumlah aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh
pemerintah  namun kebijakan yang dibuat tidak termasuk ke dalam
kebijakan publik. Lebih lanjut Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik
menyangkut pilihan-pilihan fundamental dari pemerintah untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana keputusan — keputusan
tersebut dibuat oleh pegawai atau lembaga pemerintah. Untuk itu kebijakan
publik merupakan suatu pilihan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk

dijalankan dengan menggunakan tindakan tertentu.

21hid 18
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Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk kepentingan
seluruh rakyat Indonesia.*?

1. Proses Penyusunan Kebijakan Publik
Menurut Dunn proses pembuatan kebijakan terdiri dari tahapan
yang saling berkaitan satu sama lain. Proses tersebut terdiri dari
kegiatan penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi
kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan menurut

Anderson proses pembuatan kebijakan public merupakan serangkaian

aktivitas yang dilakukan melalui tahapan-tahapan kebijakan dalam

suatu sistem politik yang terdiri -dari lima tahapan diantaranya
identifikasi masalah publik, agenda kebijakan dan partisipasi
masyarakat, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi
kebijakan. Sementara itu Dror hanya membagi tiga tahapan dalam
pembuatan kebijakan yaitu meta policy making stage, policy making
stage dan post policy making stage.**Berdasarkan teori di atas,
setidaknya proses penyusunan kebijakan publik terdiri dari tiga fase
yang meliputi fase perumusan masalah, fase penyusunan agenda dan

fase pengajuan kebijakan.

22
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2. Fase perumusan masalah

Menurut Rakhmat masalah publik adalah masalah yang
menyangkut kepentingan orang banyak. Masalah publik dapat berupa
masalah strategis dan tidak strategis dimana keduanya dibedakan atas
luas cakupannya, jangka waktunya, keterkaitan dengan pihak lain dan
ada tidak adanya resiko. Identifikasi masalah kebijakan juga dapat
dilihat dari tingkat kesulitannya yaitu sederhana, agak sederhana dan
rumit.*>Penentuan masalah atau problem definition berkaitan dengan
cara orang berfikir tentang sesuatu dan menilai terkait isu-isu terkait
yang terjadi. Dalam hal ini problem definition melibatkan berbagai

bentuk interpretasi dan persepsi manusia sebagai aktor kebijakan.

3. Proses penyusunan agenda

Agenda setting adalah suatu proses yang meliputi suatu proses
rangkaian tindakan dan strategidimana isu tertentu menjadi pusat
perhatian bagi masyarakat. Agenda setting menggambarkan suatu
proses politik yang mengarah pada perpindahan isu pada tingkatan
kebijakan yang lebih tinggi.*® Agenda kebijakan berawal dari sebuah
permasalahan yang menjadi perhatian khusus karena berbagai alasan
sehingga diproses menjadi sebuah kebijakan. Proses masuknya ide ke
dalam sebuah kebijakan cenderung lebih bersifat politis dibandingkan

rasional. Setidaknya terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi

B1pid 20
®1bid 23
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proses penyusunan agenda kebijakan, diantaranya vyaitu; (1)
Perkembangan system pemerintah yang demokratis; (2) Sikap
pemerintah dalam proses penyusunan agenda kebijakan; (3)
Partisipasi masyarakat; (4) Realitas pemerintahan daerah.'’

Banyak sekali ketidakpuasan yang dialami oleh masyarakat
yang tidak diidentifikasi sebagai masalah kebijakan atau menjadi
sebuah agenda kebijakan bagi pembuat kebijakan. Tidak dilakukannya
sebuah tindakan oleh pemerintah menyebabkan keadaan tetap sama
dari sebelumnya. Ketika masyarakat dengan massif meminta agar
pemerintah melakukan tindakan terhadap suatu permasalahan baru
kemudian ditindaklanjuti namun tindakan yang diambil kurang
memuaskan masyarakat. Seharusnya pemerintah membuat agenda
setting dalam rangka pembuatan kebijakan, namun hal ini jarang
disediakan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan penting
tentang bagaimana dan mengapa kondisi di dalam masyarakat perlu
untuk diidentifikasi sebagai isu kebijakan dan penting ditempatkan
dalam agenda pembuat kebijakan.™®

Agenda isu merupakan daftar permasalahan dimana aktor
pemerintahan dan non pemerintahan memberikan perhatian serius
pada titik waktu tertentu. Untuk itu penyusunan agenda dimaksudkan
agar pemerintah lebih fokus dalam menangani sebuah isu atau

persoalan. Suatu masalah atau isu jika ingin diagendakan maka harus

7 Ibid 23
81bid 24
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melalui serangkaian proses yang tersistem. Sebuah isu sebaiknya

segera menjadi sebuah agenda terlebih isu terssebut menjadi perhatian

khusus. Jika terjadi keterlambatan dalam pengagendaan sebuah isu
apalagi melibatkan institusi yang sangat besar maka akan menciptakan
suatu masalah bagi pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat.

Dikarenakan terlalu lama maka isu tersebut akan memudar dan sangat

disayangkan apabila isu tersebut merupakan hal yang penting bagi

system politik.’* Pada dasarnya proses penyusunan agenda sangat
kompleks, untuk itu harus dilihat semua tataran interaksi dan peran
pihak-pihak  terkait tidak hanya melihat dinamika prosesnya saja.

Menurut John Kingdon setidaknya terdapat 4 (empat) konsep

bagaimana sebuah isu dapat disusun menjadi sebuah agenda:

a. Penyusunan agenda harus dipandang sebagai bak sampah yang
terdiri dari aliran masalah, politik, solusi dan peluang-peluang
pilihan

b. lde kebijakan dikombinasikan dan dikembangkan beberapa tahun
dalam komunitas ahli dan spesialis kebijakan

c. Penggagas kebijakan menjelaskan keterkaitan antara ide dengan
kepentingan pembuat kebijakan.

d. Adanya peluang menjadikan sebuah ide menjadi bagian dari suatu

agenda

Bbid 25
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Kingdon mengacu pada struktur sebagai jendela kebijakan
dimana penggagas kebijakan harus mendapatkan manfaat dari isu
tersebut. Setiap unsur dalam jendela kebijakan saling terbuka dan
terkait erat sebagai hasil perubahan dalam aliran politik.?

Sumber lain yang berpengaruh terhadap agenda setting yaitu
media dimana banyak sekali opini masyarakat yang diungkapkan
melalui media, walaupun terkadang membingungkan ketika berita
tentang kehidupan seseorang dapat menjadi sebuah opini publik.
Masyarakat seringkali mengungkapkan opininya melalui media
sehingga secara faktual masyarakat membentuk kepercayaannya
terhadap media. Dampaknya pembuat keputusan cenderung bertindak

untuk merespon opini tersebut menjadi opini publik.?*

4.  Konsep Penyusunan Agenda Setting

Dalam perspektif pemerintah, agenda setting berkaitan dengan
bagaimana mengindikasikan suatu masalah publik yang harus
dirumuskan solusi dan jalan keluarnya. Menurut Cobb et all agenda
setting diartikan sebagai suatu proses dimana tuntutan yang berasal
dari berbagai kelompok dalam masyarakat diterjemahkan ke dalam
berbagai item dan bagian-bagian yang saling bertautan satu sama lain
untuk menjadi perhatian dan selanjutnya ditindaklanjuti secara serius

oleh pemerintah. Sementara itu, Gupta menggolongkan agenda

21bid 26
Z1bid 26
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kebijakan menjadi dua yaitu agenda sistemik dan

institusinal

kebijakan. Selanjutnya Gupta mengelaborasi model agenda setting

kedalam dua bagian lagi yaitu model pluralis dan elit. Kedua model

itu memiliki pendekatan yang berbeda satu samalain baik ditinjau dari

sisi kekuasaan yang melingkupinya, pengaruh maupun dampak yang

ditimbulkannya.

Pendekatan pluralis dikemukakan oleh Roger Cobb pada tahun

1970 yang menjelaskan sebuah model pluralis dalam penyusunan

agenda setting yang ditunjukan dengan bagan sebagai berikut®*:

Kelompok Aktivitas
Masyarakat

Elit Politik || Agenda Setting

Birokrasi

Elit Ekonomi

Gambar: Maodel Pluralis Penyusunan Agenda Setting

Kebijakan

Gambar di atas menunjukan bahwa pendekatan pluralis

menekankan pelibatan seluruh stakeholder terkait dalam proses

penyusunan agenda. Sedangkan menurut pendekatan Portz ada tiga

komponen yang terlibat dalam mengusung masalah kebijakan masuk

22Muhlis Madani, Dimensi Interaksi Aktor..., 27
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ke tahapan agenda setting yaitu media massa, pihak yang
berkepentingan dan sponsor politik atau birokrat.?

Dalam proses penyusunan kebijakan publik, kelompok yang
berkepentingan berusaha untuk meloloskan tuntutan mereka melalui
proses lobbi. Menurut Greenwand (1977), proses lobbi dapat
dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses lobbi
secara langsung dapat dilakukan dengan cara; (1) presentasi langsung
kepada para perumus kebijakan terkait dengan pendapat, pemikiran
maupun  fakta-fakta yang ditemukan; (2) berpartisipasi dalam biil
drafting; (3) pengujian pendengaran. Sedangkan secara tidak langsung
dapat dilakukan melalui; (1) Secara konstituen yaitu dengan cara
melakukan proses pemilihan dan pengangkatan pejabat tertentu; (2)
melakukan lobi dengan sejumlah besar anggota yang terlibat
didalamnya serta menciptakan organisasi penengah yang dapat
membuat ruang tertentu dengan menyusun isu- isu besar kepada
kelompok yang berbeda; (3) melakukan teknik-teknik pengawasan
terhadap situasi tertentu yaitu dengan melakukan dramatisasi berbagai
isu untuk menunjukan interpretasi kondisi sesungguhnya; (4)
membuat periklanan dengan melakukan kampanye berbagai isu
publik; (5) protes yaitu suatu bentuk ekspresi kolektif yang dibangun
dan dikembangkan baik melalui aksess terhadap para perumus

kebijakan maupun melalui proses negosiasi terhadap kebijakan.

B)bid., 27-28
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Dengan kata lain keseluruhan teknik secara tidak langsung adalah
upaya untuk melakukan perubahan kebijakan dengan memanfaatkan
anggota kelompok yang ada dengan sejumlah kepentingannya melalui
media massadengan cara menyampaikan apa yang menjadi kehendak
mereka.?*Gupta menjelaskan terdapat dua macam agenda setting yaitu
agenda lembaga dan agenda non lembaga. Agenda lembaga atau
pemerintahan adalah agenda ketika pemerintah melakukan tindakan
sedangkan agenda non lembaga adalah agenda yang ada ketika
pemerintah menolak tindakan tersebut. Berikut ini adalah bagan yang

menunjukan model siklus kebijakan yang diadaptasi dari Gupta:

oYy aay

Agenda setting

Perubahan Perumusan
Kebijakan Kebijakan
Policy 3
Termination v
Evaluation Adopsi
'\ Kebijakan

\ Implementasi /

Siklus Kebijakan Publik menurut Model Gupta

24Muhlis Madani, Dimensi Interaksi Aktor..., 28-29
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5.  Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan
mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:
a. Isi Kebijakan
Beberapa faktor penghambat terkait isi Kkebijakan
diantaranya; (1) gagalnya implementasi kebijakan dikarenakan
isinya masih sama, tujuan belum dijelaskan secara terperinci,
belum adanya skala prioritas serta program-program kebijakan
terlalu umum atau bahkan sama sekali tidak ada; (2) kebijakan
yang akan dilaksanakan kurang memiliki ketepatan baik internal
maupun  eksternal; (3) adanya kekurangan yang berarti dari
kebijakan yang akan diimplementasikan; (4) adanya kekurangan
yang menyangkut sumber daya diantaranya waktu, biaya dan
tenaga manusia.
b. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para
pemangku kepentingan yang langsung terlibat mempunyai
informasi yang sangat berperan untuk memainkan perannya dengan
baik. Namun terkadang, informasi tersebut tidak ditemukan, salah

satu penyebabnya dikarenakan adanya gangguan komunikasi
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c. Dukungan
Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, maka
dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Jika tidak maka
kebijakan publik tidak akan terlaksana dengan baik
d. Pembagian tugas dan wewenang
Pembagian tugas dan wewenang diantara pihak-pihak terkait
yang tidak sesuai dengan kemampuan dan potensinya akan
menimbulkan permasalahan dalam implementasi kebijakan®
Selain - mengungkapkan faktor-faktor penghambat dalam
implementasi kebijakan publik, lebih lanjut James Anderson dalam
Bambang Sugono menyatakan sejumlah faktor yang menyebabkan
tidak dipatuhinya kebijakan dan aturan oleh masyarakat, diantaranya
adalah sebagai berikut:

a. Adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap suatu produk hukum
atau kebijakan dikarenakan sifatnya yang kurang mengikat
tehadap individu-individu

b. Adanya pertentangan antara sekelompok masyarakat dengan
kebijakan dan peraturan yang dibuat dikarenakan perbedaan
gagasan atau pemikiran

c. Adanya keinginan mencari keuntungan yang dilakukan oleh

masyarakat dengan cara melawan hukum

Bbid., 149-153
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d. Adanya ketidakpastian hukum yang saling bertentangan yang
dapat menjadi sumber ketidakpatuhan masyarakat pada hukum
atau kebijakan public.

e. Kebijakan yang dibuat bertentangan dengan sistem nilai yang
dianut masyarakat secara luas atau kelompok tertentu dalam
msyarakat®®

6. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan hukum tidak tertulis
atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat

b. Petugas yang melaksanakan kebijakan harus memiliki mentalitas
yang baik, karena jika tidak maka akan terjadi hambatan-hambatan
dalam melaksanakan kebijakan

c. Fasilitas merupakan pendukung penting dalam pelaksanaan
kebijakan. Jika ~fasilitas yang tersedia memadai maka
implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik

d. Adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum dan
perilaku warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

B)hid., 144-145
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G. Teori Kepastian Hukum

Kepatian hukum menurut Jan Michael Otto mendefinisikan sebgai
kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan yang jelas, konsisten serta mudah didapat, diterbitkan
oleh dan diakui karena adnya kekuasaan Negara.

2. Instansi pengasa dalam hal ini pemerintah menerapkan aturan hukum
tersebut secara konsisten dengan komitmen yang penuh.

3. Warga secra prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan
tersebut.

4. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan
hukum tersebut secara konsisten sewakiu mereka menyelesaikan
sengjeta hukum.

5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.?’

Kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai
suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang
konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum
merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan)
terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan
dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu.”®VVan Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu
dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.

Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa

'Soeroso, 2011.Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
%3udikno  Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditiya Bakt:
Bandung 1993
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yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara
dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Menurut Satjipto RaharjoPerlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?®

Lon Fuller dalam bkunya the Morality of law mengajukan delapan
asasyang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka
hukum gagal disebut hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian
hukum. Delapan asas tersebut adalah :

1. Suatusistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak
berdasarkan putusan sesat untuk hal-hal tertentu.

2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public

3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem

4. Dibuat dalam rumusan yang difahami oleh umum

5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan

6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa
dilakukan

7. Tidak boleh sering diubah

8. Harus ada kesesuaian antar peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

M. Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul-Pers, 2006),
% satjipo Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung,hal.91-92
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H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara
untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian,
yang merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan
metode-metode ilmiah.**

Penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji
kebenaran ilmiahnya, dilakukan dengan berfikir secara rasional dan empiris
sehingga dapat memberikan kerangka pemikiran yang logis dan dapat
memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu
kebenaran.*

1. Pendekatan Masalah
Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normative terhadap
otentisitas akta notaris yang memiliki kekuatanpembuktian dengan
cara analisa terhadap peraturanperundang-undangan yang menjadi
dasar dari kekuatanpembuktian yang sempurna dari akta notaris.Untuk
memperjelas analisa, peneliti akan menggunakan beberapa metode
pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian hukum normatif

$1gytrisno Hadi, Metodologi Research”, Jilid I, (Yogyakarta : ANDI, 2000), hlm. 4
s Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Hukum dan Julimetri”, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1990), him. 36
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harus menggunakan pendekatan perundangundangan, karena yang
diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus
sekaligus tema sentral penelitian.®® Penelitian tesis ini dilakukan
dengan meneliti ketentuan UUJN dan aturan-aturan lainnya yang
terkait dengan pemenuhan otensitas akta notaris yang dapat
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

b. Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas
hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu
argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.®*
Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep terkait
dengan pembuktian hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

c. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-
kasus yang terkait dengan isu hukum.® Pendekatan kasus dalam
penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-
norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik

hukum.3®

% Johnny lbrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang :, Bayumedia
Publishing, Cetakan ke-2, 2006), him. 302

% Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2000), him. 95

% 1bid, hal. 94

% |brahim, op. cit., hal. 321
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Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian tesis ini untuk
memperoleh gambaran terhadap dampak demensi penormaan
dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum mengenai akibat
hukum yang mencakup status akta notaris yang dapat dibatalkan
atau yang batal demi hukum, begitu pula tentang akta notaris yang

turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan.

2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
deskriptif analistis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data dengan
seteliti mungkin tentang suatu keadaan,®” dengan memaparkan,
menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan
dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaan

hukum positif,*

terutama yang berhubungan dengan otensitas akta
notaris sebagai kata otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna, yang kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan

teori-teori  atau  pendapat  peneliti  sendiri dan terakhir

menyimpulkannya.*

3. Sumber dan Jenis Data
Sumber dan Jenis Data yang diperlukan dalam penyusunan

penelitian ini terdiri dari :

'Soerjono Soekanto, op. cit, hal. 10

%83, Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003) him. 37

*Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), him. 43
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a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari sumbernya, diamati, akan diteliti dan dicatat untuk pertama
kalinya,”® yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari
responden yang berupa keterangan atau fakta-fakta.** Data yang
langsung dari responden, yaitu wawancara dengan hakim di
Pengadilan Negeri, beberapa notaris yang telah menjalankan
profesinya sebagai notaris yang telah membuat akta notaris dalam
prakteknya,
b. Sumber Data Sekunder
Sumber  data sekunder adalah sumber data yang
dipergunakan untuk mendukung data pokok,** yang diperoleh
melalui studi kepustakaan, yang berkaitan dengan masalah yang
akan diteliti, dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang
bersifat teoritis. Data-data sekuder dalam penulisan ini, meliputi :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan pokok yang
mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah,43 yang isinya
membahas bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum yang

terdiri dari aturan hukum positif yang diurut berdasarkan hirarki,

“*Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta : BPFE UlII, 2003), him. 55

*Soerjono Soekanto, loc. cit, him. 10 27

“2p_ Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka
Cipta, 1997), him. 89

*Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, (Jakarta : PT. Rineka
Cipta, 2001), him. 103
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mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai aturan-aturan
lain di bawahnya, yang meliputi KUH Perdata, KUH Pidana dan
Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
2) Bahan Hukum Sekunder
Berupa semua publikasi tentang hukum** dan bahan-bahan
yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat
membantu menganalisa bahan hukum primer dengan cara :*
a) Studi Pustaka
Studi pustaka dalam penulisan tesis ini dilakukan
dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang
berhubungan dengan obyek penelitian termasuk diantaranya
adalah media internet yang merupakan salah satu sumber
informasi yang dapat digunakan oleh peneliti karena
merupakan sumber informasi yang lengkap dan kompleks.
b) Hasil Penemuan Hmiah
Berupa tulisan-tulisan hasil karya para ahli hukum
dan dokumen-dokumen yang relevan lainnya, yang
materinya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan
penulisan tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

“peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Predana, 2000), him. 41
*Soemitro, op. cit., him. 53
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Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan
ensiklopedia ataupun buku-buku lain yang menunjang bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data dalam penyusunan tesis ini dilakukan
dengan cara :
a. Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer,
dengan terjun langsung dilapangan dengan cara mengadakan
wawancara (interview) dengan responden secara terstruktur.
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data
dengan jalan komunikasi, yaitu kontak atau hubungan pribadi
antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data
(responden).
b. Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip
informasi dari data sekunder, guna menggali teoriteori yang telah
berkembang dalam ilmu yang berkepentingan serta mengadakan
interprestasi,® dan penelitian dokumen-dokumen yang berkaitan

erat dengan masalah penelitian.

**Mohal Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), him. 111
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5. Teknik Analisis Data
Data hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif,
yaitu dengan mendiskripsikan semua temuan data primer dan data
sekunder. Hasil analisis dijadikan bahan untuk merumuskan
kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti serta

merumuskan saran bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu
laporanakhir dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar
Belakang Masalah,Perumusan  Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Kerangkan Konseptual,Metode Penelitian, Orisinitas Penelitian,
Jadwal Penelitian dan SistimatikaPenulisan

Bab Il : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang
merupakanhasil studi kepustakaan, meliputi : tinjauan umum tentang
Notaris, yang berisi subbab-bab, sejarah lembaga notaris, dasar hukum
jabatan Notaris di Indonesia, tinjauanpelaksanaan jabatan Notaris yang akan
membahas antara lain : kewenangan Notarismenurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewajibanNotaris menurut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,larangan
Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
JabatanNotaris, Azas-azas tentang pelaksanaan tugas Notaris, arti penting

akta otentik, Aktedalam ferspektif Islam
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Bab Il Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan
diuraikan tentang hasilpenelitian mengenai gambaran umum tentang
kewajiban Notaris wajib akta yang dibuat menurut Undang Undang Nomor
2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, problematika hukum pembacaan akta yangdibuat oleh
Notaris, dan akibat hukum dari akta yang dibacakan oleh Notaris
menurutUndang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU
No 30 Tahun2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bab IV Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan

Saran-saran.
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